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ABSTRACT 
This thesis is motivated by the still rampant crime of robbery that occurred in the city 
of Surabaya from 2018, 2019 and 2020 which is very disturbing to the public. Not a few 
victims who experienced beheading, resulting in loss of property and even life. The problems 
raised by the author are the form of the modus operandi, the factors of occurrence and efforts 
to overcome the crime of robbery in the East Java Regional Police jurisdiction. This research 
is an empirical juridical research using a sociological approach and legislation. The results 
of this study indicate that the modus operandi of the perpetrators of the crime of robbery is 
carried out by carrying firearms, sharp weapons and even explosives, in groups and by 
following the perpetrators at vulnerable hours by targeting quiet areas in Surabaya. Factors 
that occur in the area of the East Java Police are economic factors, education, environment, 
alcohol and drugs and the scene of the crime. Efforts made in committing the crime of 
robbery are with pre-emptive, preventive and repressive efforts. 
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ABSTRAK 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kejahatan begal yang terjadi di Kota 
Surabaya dari tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit 
korban yang mengalami pembegalan, sehingga mengalami kehilangan harta benda bahkan 
nyawa. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bentuk modus operandi, 
faktor terjadinya dan upaya penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum Kepolisian 
Daerah Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan 
menggunakan metode pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Hasil 
penelitian ini bahwa modus operandi pelaku kejahatan begal dilakukan dengan cara membawa 
senjata api, senjata tajam bahkan bahan peledak, secara berkelompok dan dengan cara pelaku 
membuntuti korban pada jam rawan dengan mengincar daerah sepi di Surabaya. Faktor 
terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum Polda Jatim antara lain faktor ekonomi, 
pendidikan, lingkungan, minuman keras dan narkoba serta tempat kejadian perkara. Upaya 
yang dilakukan dalam melakukan kejahatan begal yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan 
represif. 
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PENDAHULUAN 
Kejahatan merupakan pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum. Kejahatan merupakan masalah manusia dan gejala sosial 
karena dapat terjadi dimana dan kapan saja. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada 
keadaan masyarakat, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan yang 
sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dimana kendaraan bermotor 
roda dua merupakan sarana transportasi masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi, 
sehingga menimbulkan dampak negatif dan meresahkan masyarakat.4 
Pada prinsipnya kejahatan berasal dari dalam diri seseorang baik secara fisik maupun 
psikis.5 Dalam pergaulan di masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antar anggota 
masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan peristiwa yang dapat 
menggerakkan peristiwa hukum. Kejahatan merupakan permasalahan yang abadi dalam 
kehidupan manusia, karena berkembang sejalan berkembangnya tingkat peradaban umat 
manusia yang semakin kompleks dan semakin banyak peraturan, semakin banyak pula 
pelanggaran dan kejahatan.6 
Fenomena begal saat ini merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. 
Tindakan mengambil barang milik orang lain secara paksa, bahkan pelaku begal tidak segan-
segan untuk melukai korban dengan senjata tajam. Tidak sedikit korban yang menderita luka, 
bahkan kematian.7 Tindakan kriminal tersebut membuat masyarakat takut keluar rumah pada 
malam hari menggunakan sepeda motor baik sendirian maupun bersama, karena pelaku tidak 
pandang bulu terhadap korban, meskipun berboncengan terkadang pelaku tetap melaksanakan 
aksinya. 
Kejahatan begal tidak diatur dalam hukum positif, karena istilah tersebut digunakan oleh 
masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan 
perampasan harta benda. Dalam hukum positif, kejahatan begal masuk dalam koridor 
pencurian sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan Pasal 
 
4 Barda Nawawi Arief, 2003, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
Hlm. 41. 
5 Munir Fuady, 2014, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Jakarta: Kencana, Hlm. 269. 
6 Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, Kriminologi, Medan: Pustaka Prima, Hlm. 46. 
7 Suwedin Moktar dan Wilda Fasim Hasibuan, Penyebab Perilaku Begal di Batu Aji (Cause of Begal 
Behavior in Batu Aji), Jurnal Kopasta, Volume 5, No. 2, 2018, Hlm. 88-89. 
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365 KUHP dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan atau 
kekerasan.8 
Berdasarkan data pendahulu bahwa kejahatan begal masuk dalam kasus 3C yaitu curas 
(pencurian dengan kekerasan), curat (pencurian dengan pemberatan) dan curanmor (pencurian 
kendaraan bermotor). Kasus 3C sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa 
Timur (Polda Jatim). Adapun data kasus 3C yang diperoleh dari Ditreskrimum Polda Jatim 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.  
Data Kasus 3C (Curas, Curat dan Curanmor) 
No Tahun  
Keterangan  
Lapor  Selesai  
1 2018 55 55 
2 2019 72 72 
3 2020 56 56 
Jumlah 183 183 
 
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui kasus 3C dari tahun 2018 ke tahun 2019 
mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal 
tersebut dilatarbelakangi bahwa akhir tahun 2019 telah terjadi pandemi covid-19 yang masuk 
ke Indonesia pada awal tahun 2020. Sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk 
melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang juga diterapkan oleh Pemerintah 
Kota Surabaya sebagaimana yang dikatakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa bahwa 
PSBB di Surabaya Raya mulai diterapkan 28 s.d. 30 April 2020 yang masih menjadi masa 
himbauan dan teguran bagi siapapun yang melanggar aturan PSBB. Kemudian sanksi dan 
penindakan PSBB akan dilanjutkan pada 1 s.d. 11 Mei 2020.9 Nampaknya hal tersebut dapat 
menekan angka kriminalitas khususnya 3C pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 
belum diketahui jumlah kasus 3C karena masih tahun berjalan. 
Jumlah kasus 3C masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan baik oleh aparat 
penegak hukum maupun masyarakat. Karena kejahatan begal khususnya di wilayah Surabaya 
sangat meresahkan masyarakat. Apalagi Surabaya merupakan kota besar dengan jumlah 
penduduk mencapai 2.874.314 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk terbaru 2020 oleh 
 
8 Rani Hendriana, dkk, Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif 
Kriminologi dan Viktimologi), Jurnal Idea Hukum, Volume 2, No. 1, Maret 2016, Hlm. 51. 
9 Dian Kurniawan, Peringatan dari Gubernur Khofifah untuk Tiga Hari Pertama PSBB Surabaya Raya, 
dalam https://surabaya.liputan6.com, diakses pada tanggal 24 Juli 2021. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya.10 Kejahatan begal menimbulkan ketakutan bagi warga 
Surabaya karena pelaku tidak hanya merampas harta benda mereka saja, melainkan juga 
melakukan kekerasan yang menyebabkan korban luka bahkan kematian. 
SuaraJatim.id - Seorang driver ojek online (Ojol) Kota Surabaya Jawa Timur 
kembali menjadi korban begal penumpangnya sendiri saat berada di tempat sepi. 
Kejadian terjadi pada pukul 20.15 WIB pada tanggal 15 Januari 2021. Kasus ini terjadi 
di jalanan sepi di sekitar Apartemen Puncak Kertajaya. Korban saat itu membonceng 
pelaku melewati jalanan tersebut. Saat itu, korban sedang menjemput penumpang tapi 
kemudian alamat yang dituju justru diarahkan ke jalanan sepi dan lahan kosong. Saat 
berputar balik, korban kemudian ditodong oleh penumpangnya tersebut menggunakan 
pisau. Sempat terjadi duel di antara keduanya, kemudian korban mengalami luka tusuk. 
Korban melakukan perlawanan dan sempat berteriak, sehingga pelaku melarikan diri. 
Setelah itu, driver ojol tersebut ditolong oleh sepasang suami istri dibawa ke IGD Dr. 
Soetomo.11 
 
Sampai saat ini penanggulangan kejahatan dirasa masih kurang maksimal. Berbicara 
penanggulangan kejahatan, wajar jika tidak menyentuh pada akar penyebab terjadinya 
kejahatan. Di berbagai daerah kejahatan begal marak terjadi, seharusnya lebih dapat dicegah 
melalui fungsi pre-emtif dan preventif. Proses criminal law enforcement process saling 
berkaitan dengan kriminologi. Karena kriminologi memberikan masukan kepada hukum 
pidana, terutama latar belakang seseorang melakukan kejahatan dan faktor penyebabnya, serta 
upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.12 
Masih maraknya kejahatan begal di wilayah hukum Polda Jatim dibutuhkan upaya 
penanggulangan yang tepat, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut: Bagaimana bentuk modus operandi pelaku kejahatan begal di wilayah hukum 
Kepolisian Daerah Jawa Timur? Apa faktor terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum 
Kepolisian Daerah Jawa Timur? Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan begal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur? 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk modus operandi pelaku kejahatan 
begal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Untuk mengetahui faktor terjadinya 
kejahatan begal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Untuk mengetahui upaya 
 
10 Jawa Pos, Jumlah Penduduk Surabaya Mencapai 2.874.314 Jiwa, dalam https://www. jawapos.com, 
diakses pada tanggal 20 April 2021. 
11 Muhammad Taufiq, Driver Ojek Online Surabaya Kena Tusuk Setelah Duel dengan Begal Semalam, 
dalam https://jatim.suara.com, diakses pada tanggal 10 April 2021. 
12 Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, Jurnal 
Kriminologi Indonesia, Volume 8, No. 1, Mei 2012, Hlm. 41. 
DINAMIKA  
ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829 
Volume 27 Nomor 14 Bulan Juli Tahun 2021, 2039-2058 
 
Hary Abryanto Gunawan , dkk  2043 
 
Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa 
Timur. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode 
pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang 
digunakan berupa data primer berupa hasil studi lapang di Polda Jatim dan data sekunder 
berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Pengumpulan data primer dengan 
cara wawancara, observasi dan dokumentasi di Polda Jatim, sedangkan data sekunder dengan 
cara studi kepustakaan. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dikaji dengan 




Bentuk Modus Operandi Pelaku Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Kepolisian 
Daerah Jawa Timur 
 Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu cara beroperasi atau teknik yang berciri 
khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.13 Pengertian kejahatan 
sebagai unsur tindak pidana secara sosiologis mempunyai dua unsur yaitu: kejahatan yang 
merugikan secara ekonomis dan psikologis dan melukai perasaan dari suatu gerombolan 
manusia. Dengan demikian pengertian kejahatan adalah segala macam bentuk tindakan dan 
perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum di Negara 
Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.14 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., 
Banit Ditreskrimum Polda Jatim diperoleh data berupa bahwa modus operandi pelaku 
kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim sangat bervariasi tergantung pada 
lokasi dan sasaran yang dituju. Modus operandi yang sering digunakan pelaku untuk 
menjalankan aksinya dalam melakukan pembegalan yaitu dengan cara membawa senjata api 
maupun senjata tajam untuk mengancam korban jika melakukan perlawanan. Selain senjata 
api, pelaku juga kerap menggunakan bahan peledak.15 
 
13 R. Soesilo, 1980, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bandung: PT. Karya Nusantara, 
Hlm. 98. 
14 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 
65. 
15 Hasil Wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum Polda Jatim, pada 25 
Juni 2021, pukul 13.00 WIB. 
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Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh media bahwa Subdit Jatanras Ditreskrimum 
Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Pasuruan Kota menembak mati seorang begal 
kendaraan bermotor. Pelaku tidak hanya melakukan pembegalan, tetapi juga pernah terlibat 
kasus perampokan rumah di beberapa lokasi di Jawa Timur. Setiap beraksi, pelaku kerap 
mempersenjatai diri menggunakan benda peledak jenis bom ikan alias bondet dan senjata 
tajam jenis parang. Senjata tersebut digunakan pelaku untuk melukai para korbannya.16 
Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum Polda Jatim juga menyampaikan 
bahwa modus operandi yang dilakukan secara berkelompok dengan terencana secara baik dan 
tersusun secara sistematis, karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, 
sehingga mudah pelaku untuk melarikan diri.17 Hal tersebut sebagaimana dalam unsur 
subyektif Pasal 365 ayat (1) KUHP yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud 
yang ditujukan untuk mempersiapkan pencurian, mempermudah pencurian, memungkinkan 
melarikan diri sendiri.  
Selain modus operandi sebagaimana di atas Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit 
Ditreskrimum Polda Jatim menyampaikan bahwa modus operandi begal dilakukan dengan 
cara pelaku membuntuti korban pada jam rawan atau malam hari dengan mengincar daerah 
sepi di Surabaya. Pelaku dalam melaksanakan aksinya menggunakan perlengkapan helm 
teropong, jaket kemudian pelaku menodongkan senjata api, senjata tajam atau benda lainnya 
kepada korban. Pelaku melakukannya dengan cara menyalip korban, jika berkelompok 
temannya akan turun dan memaksa serta mengancam korban untuk menyerahkan harta 
bendanya. Jika korban melakukan perlawanan, maka pelaku tidak segan untuk melakukan 
kekerasan.18 
Detik News memberitakan bahwa Polisi berhasil menggulung komplotan begal perampas 
motor yang sering melakukan aksinya di wilayah Kota Udang. Selain merampas, komplotan 
yang dijuluki Raja Kedondong Gang I (RAKI) tidak segan-segan untuk melukai korban. 
Komplotan RAKI telah melakukan aksinya kejahatannya di 22 tempat yaitu 15 di Sidoaro dan 
7 di Surabaya. Modus operandinya selalu dilakukan secara berkelompok. Sebelum melakukan 
aksinya, korban dibuntuti terlebih dahulu. Setelah sampai di tempat sepi, pelaku baru 
melakukan aksinya yaitu merampas sepeda motor korban. Bila korban melawan, maka 
 
16 Lukman Hakim, Polda Jatim Tembak Mati Begal Sadis Antar Kota, dalam https://daerah. 
sindonews.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2021. 
17 Hasil Wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum Polda Jatim, pada 25 
Juni 2021, pukul 13.00 WIB. 
18 Hasil Wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum Polda Jatim, pada 25 
Juni 2021, pukul 13.00 WIB. 
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komplotan RAKI tidak segan untuk melukai korban dengan cara menusuk hingga meninggal. 
Komplotan tersebut selalu membawa senjata tajam. Hasil begal digunakan untuk pesta 
minuman keras.19 
 
Faktor Terjadinya Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa 
Timur 
 Tindak perampasan sepeda motor yang didahului dengan kekerasan kepada korbannya 
sudah banyak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Surabaya, Jawa Timur. Munculnya 
kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal 
Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus menggugat konsep ideal suatu bangsa yang 
berperikemanusiaan, berkeadilan dan beradab. Sebagai salah satu kota besar, tindakan begal 
di Surabaya dapat dikatakan masif.20  
Beragam bentuk tindakan kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagaian masyarakat 
seolah-olah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga seringkali kekerasan digunakan 
sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan dan tujuan tertentu dengan 
mengesampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (principle guiding). 
Hal ini sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar dari bentuk kekerasan di jalan raya 
tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.21 
Kejahatan begal merupakan tindak kriminal yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP 
dengan ancaman pidana pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun pencurian yang 
didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan atau kekerasan pada orang lain, 
dengan maksud untuk menyiadakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap 
tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 
kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya. 
Pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP karena sebelum mengambil 
motor milik orang lain, pelaku memberikan ancaman kekerasan bahkan melakukan kekerasan 
kepada korban jika melakukan perlawanan. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan 
 
19 Detik News, Komplotan Begal Motor di Sidoarjo Diringkus, dalam https://news.detik. com, diakses 
pada tanggal 30 Juni 2021. 
20 Yudika Tunggal Teradharana, Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya, Jurnal S-1 Sosiologi 
FISIP Universitas Airlangga, Hlm. 4.  
21 Ibid. 
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kematian korbannnya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun hingga seumur hidup.22 
Sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama dimanapun berada termasuk di 
jalan raya. Hak tersebut dapat berupa hak memakai jalan raya, hak merasa aman dan nyaman 
di jalan raya. Keamanan berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia, 
kendaraan, jalan maupun lingkungan. Namun tidak jarang hak tersebut terampas manakala 
ada oknum yang tidak bertanggung jawab merampas hak tersebut.23 Dalam hal ini yang 
penulis maksud oknum tersebut telah membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam 
berlalu lintas, karena sering dilakukan pembegalan dengan tujuan mengambil harta benda 
korban yang sedang melintas di jalan raya. 
Indonesia adalah negara hukum yang artinya suatu negara yang diatur dengan sebaik-
baiknya berdasarkan undang-undang. Sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan 
didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh 
orang atau kelompok orang (a state that not governed by men, but by laws). Beberapa 
pendapat tentang unsur (elemen) negara hukum disimpulkan ada delapan unsur yang harus 
ada bagi suatu negara yang ingin diklasifikasikan sebagai negara hukum antara lain: 
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, legalitas, pembagian kekuasaan, peradilan 
yang bebas dan tidak memihak, kedaulatan rakyat, demokrasi, konstitusional dan supremasi 
hukum. Tanpa maksud mengabaikan unsur lain, dapat disimpulkan bahwa ciri khas negara 
hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia.24 
Berdasarkan wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum 
Polda Jatim, kejahatan begal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga 
remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di wilayah 
hukum Polda Jatim antara lain:25 
1.Faktor Ekonomi 
Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, maka keadaan 
ekonomi kerap melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan begal. Para pelaku sering 
kali tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan pengangguran. Karena desakan ekonomi yang 
 
22 Muhammad Laksmana dan Dina Paramitha Hefni Putri, Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Begal 
di Kota Samarinda, Jurnal Legalitas, Volume 5, No. 1, Juni 2020. Hlm. 36. 
23 Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, Hlm. 18. 
24 Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, Doktrin Khilafah sebagai Ancaman terhadap Konstruksi 
Negara Hukum di Indonesia, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, Hlm. 213. 
25 Hasil Wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum Polda Jatim, pada 25 
Juni 2021, pukul 13.00 WIB. 
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mehimpit yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, belum 
lagi jika ada anggota keluarga yang sakit, maka seseorang dapat berbuat hal yang tidak baik. 
Sejak munculnya pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 sebagaimana disampaikan oleh 
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang telah melakukan 
penyelidikan munculnya Covid-19. Kepala Misi Tim WHO Peter Ben Embarek mengatakan 
hasil penyelidikan bahwa asal usul virus corona muncul di Wuhan, China pada Desember 
2019 dan waktu pengumuman hasilnya pada 14-15 Maret.26 Hal tersebut berdampak pada 
ekonomi masyarakat, karena banyak masyarakat yang mengalami PHK, sehingga 
mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Kementerian 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ada 29,4 juta orang yang terdampak pandemi Covid-19. 
Jumlah itu termasuk mereka yang terkena PHK, dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan 
jam kerja.27 
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 
juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang. Kendati, angka pengangguran tersebut menurun 
dibandingkan 10,44% dibandingkan pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. 
Adapun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 6,26% pada Februari 
2021. TPT tersebut naik dibandingkan 1,32% poin dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 
4,99%. Namun, angkanya turun 0,81% poin ketimbang Agustus 2020 yang sebesar 7,07%. 
TPT tertinggi pada Februari 2021 tercatat berada di perkotaan mencapai 8%. Sementara, TPT 
di perdesaan sebesar 4,11%.28 
 
 Kebijakan pemerintah mulai dari PSBB, PPKM dan lain sebagainya membuat 
masyarakat kesulitan untuk bekerja dan beraktivitas. Kesulitan tersebut membuat beberapa 
kalangan kehilangan pekerjaannya, selain itu sulitnya mengakses bantuan dari pemerintah. 
Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah kriminalitas di masa pandemi sebesar 
11,8% kasus kriminalitas, dikarenakan himpitan ekonomi sedangkan pemenuhan kebutuhan 
terus berjalan.29 
Kriminologi memandang kejahatan dari teori sosiologis, dimana para penganut teori ini 
beranggapan orang-orang kela bawah yang tidak mempunyai sarana yang sah untuk mencapai 
 
26 Lidya Julita S, WHO Umumkan Asal Mula Munculnya Corona pada 15 Maret, dalam 
https://www.cnbcindonesia.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2021. 
27 Danang Triatmojo, Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pendemi Covid-19, di-PHK Hingga 
Dirumahkan, dalam https://www.tribunnews.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2021. 
28 Cindy Mutiara Annur, Jumlah Pengangguran Capai 8,75 Juta Orang per Februari 2021, dalam 
https://databoks.katadata.co.id, diakses pada tanggal 30 Juni 2021. 
29 Nurul Diva Kautsar, Kejahatan Meningkat Saat Pandemi, ini 4 Langkah Polri Jamin Keamanan 
Masyarakat, dalam https://www.merdeka.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2021. 
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tujuannya sehingga mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah 
yaitu melakukan kriminalitas. 
2.Faktor Pendidikan 
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI menjelaskan bahwa setiap manusia berhak mendapat 
pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan pola 
pemikiran setiap manusia akan berbeda. Pendidikan dikaitkan dengan kejahatan akan muncul 
banyak permasalahan. Sehingga dalam hal ini dibataasi seperti pendidikan yang kurang 
berhasil. Pelaku yang berpendidikan rendah, akan mempengaruhi pekerjaan karena kurang 
keterampilan yang berhubungan dengan peluang lapangan kerja.  
Jika pendidikan berhasil dengan baik, memungkinkan dapat mencegah tingkah laku jahat. 
Pendidikan yang minim membentuk pola pikir yang mudah terpengaruh lingkungan sekitar. 
Pendidikan dibagi menjadi pendidikan informal (lingkungan keluarga), pendidikan non 
formal (lingkungan masyarakat) dan pendidikan formal (lingkungan sekolah). Pendidikan non 
formal merupakan pendidikan. Efek langsung dari pendidikan adalah memberi pengetahuan 
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Pendidikan juga memberikan 
pandangan bagi kehidupan dan membantu membentuk sudut pandang. 
Pendidikan menyebabkan kelemahan daya nalar. Perbuatan begal yang dilakukan oleh 
pelaku merupakan hasil daya nalar yang telah memilih salah satu diantara dua pilihan. 
Lemahnya daya nalar pelaku begal, terkadang dijumpai pelaku masih seorang pelajar karena 
prestasi di bidang pendidikan rendah. Dihubungkan dengan konsep kriminologi dilihat dari 
teori biologis bahwa tindakan kejahatan yang dilakukannya diklasifikasikan oleh Lambroso 
sebagai bentuk kejahatan insane criminal yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk 
membedakan benar dan salah.30 
Selain itu tidak berhasilnya pendidikan informal dan non formal mengakibatkan kelemahan 
iman. Kurangnya penanaman nilai-nilai agama oleh orang tua sejak dini serta lingkungan 
sekitarnya yang kurang mendukung membuat seseorang sangat rentan dalam perkembangan 
moral atau akhlaknya. Demikian pula dengan pelaku, sebagaimana dikatakan oleh Kartini 
Kartono dalam teori theologis bahwa kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. 
Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan 
setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan.31 
 
30 Muhammad Laksmana dan Dina Paramitha Hefni Putri, Op. Cit, Hlm. 36. 
31 Ibid, Hlm. 36-37. 
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Tingkat pendidikan pelaku begal rata-rata hanya SD dan SMP. Tingkat pendidikan formal 
yang sangat minim dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat juga 
yaitu merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak dapat mengontrol 
pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Dengan pendidikan yang 
sangat minim membuat pola pikir mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga 
pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat 
perbuatan yang merugikan masyarakat. 
3.Faktor Lingkungan  
Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan begal. Hal 
tersebut dibuktikan bahwa pelaku begal melakukan kejahatan tersebut awalnya bersama 
teman, pelaku merasa lebih terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama 
teman artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang melakukan 
kejahatan atau tidak. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka baik pula perbuatannya. 
Begitupun sebaliknya, apabila bergaul dengan orang yang melakukan perbuatan buruk, 
kemungkinan besar akan ikut terpengaruh. 
Lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. Lingkungan 
keluarga merupakan salah satu faktor terjadinya begal karena banyak dari pelaku begal tidak 
mendapat pendidikan dari keluarganya dan kurangnya kasih sayang serta perhatian untuk 
selalu dibimbing, sehingga pelaku nekat melakukan kejahatan karena dianggap sudah tidak 
lagi diperdulikan oleh keluarganya. Selain itu juga broken home menjadi salah satu faktor, 
karena terjadi konflik psikologis. Masalah broken home akan melahirkan efek 
ketidaknyamanan berada di dalam rumah sehingga mencari suatu komunitas yang mampu 
menerimanya. Terkadang komunitas tersebut mengarahkan seseorang ke perbuatan negatif 
dalam bentuk kenakalan atau kejahatan. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat karena 
banyak dari pelaku begal yang mengikuti ajakan teman-temannya. Sehingga dalam memilih 
teman harus memperhatikan sifat, watak serta kepribadian seseorang. 
4.Faktor Minuman Keras dan Narkoba 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukam oleh penulis bahwa faktor kecanduan narkoba 
dan minuman keras beberapa pelaku mengatakan dirinya selalu merasa gelisah dan tidak 
dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut yang 
mengakibatkan pelaku melakukan begal untuk memenuhi kebutuhan barang haramnya, 
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karena hal tersebut membuat pelaku mendapatkan uang secara cepat dan hasil begalnya dijual 
untuk membeli narkoba. 
5.Faktor Tempat Kejadian Perkara  
Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak 
memungkinkan untuk melakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk 
melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal bahwa beberapa kasus kejahatan 
terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasikan sebagai wilayah yang rawan 
kejahatan. Di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah ramai. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepia tau ramainya 
suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan untuk pelaku melakukan 
kejahatan.32 
Hal tersebut berkaitan dengan teori ekologis, dimana salah satunya adalah mobilitas 
penduduk, yaitu mobilitas horizontal yang belakangan ini dengan jelas dapat dilihat 
peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi. Termasuk pula Shaw 
& McKay berdasarkan hasil studinya, dia menyimpulkan bahwa angka kejahatan yang 
tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, bukan daerah yang paling miskin, 
daerah yang dihuni para emigran dan negro. Merujuk pada pendapat tersebut, beberapa kasus 
tempat terjadinya kejahatan begal di Surabaya terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan 
identik dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh 
karenanya menjadi tempat sasaran bagi pelaku begal.33 
Hal ini diperkuat diperkuat pula dalam kajian Viktimologi bahwa pada daerah-daerah 
bisnis di pinggir kota dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda 
berharga, kejahatan begal sangat mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecenderungan 
berisiko untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini disebabkan 
pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah untuk melarikan diri 
dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil.34 
Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Wilayah Hukum 
Kepolisian Daerah Jawa Timur 
 Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia 
terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, 
 
32 Rani Hendriana, dkk, Op. Cit, Hlm. 53-54. 
33 Ibid. 
34 Angkasa dan Iswanto, 2009, Viktimologi, Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 
Hlm. 35. 
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damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah 
dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi 
kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian 
hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit) dan keadilan hukum 
(gerechtigkeit).35 
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Bagaimana hukumnya itulah yang 
harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, fiat juztitia et preat mundus yang 
artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian 
hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan iustisiabel terhadap tindakan sewenang-
wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 
dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 
adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan 
kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. 
Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian 
integral dari upaya social defence dan upaya mencapai social welfare. Oleh karena itu, tujuan 
akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat.36 Adapun guna memberikan perlindungan terhadap 
masyarakat terkait kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
bahwa tugas pokok Kepolisian antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.37 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit 
Ditreskrimum Polda Jatim, bahwa upaya penanggulangan kejahatan begal yang di wilayah 
hukum Polda Jatim sebagai berikut:38 
1.Upaya Pre-Emtif 
Tugas dan fungsi pre-emif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa praktik di lapangan 
sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung yang bertujuan agar masyarakat 
 
35 Sudikno Mertokusumo, 2013, Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya, Hlm. 1. 
36 Iza Fadri, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, Jurnal Hukum, 
Volume 17, Nomor 3, Juli 2010, Yogyakarta: FH UII, Hlm. 445. 
37 H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI), Surabaya: 
Laksbang Mediatama, Hlm. 68.  
38 Hasil Wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum Polda Jatim, pada 25 
Juni 2021, pukul 13.00 WIB. 
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menjadi law abiding citizens.39 Upaya pre-emtif merupakan langkah awal yang dilakukan 
oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan begal. Usaha yang dilakukan 
dalam menanggulangi kejahatan begal secara pre-emtif dengan menanamkan nilai dan norma 
yang baik sehingga terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Dalam upaya ini faktor niat 
akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan, karena seseorang dapat memilah mana 
perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak.40 
Dalam penelitian ini upaya pre-emtif ditekankan untuk menanamkan nilai dan norma agar 
seseorang tidak melakukan kejahatan begal. Adapun upaya pre-emtif yang dilakukan oleh 
Polda Jatim adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mencegah remaja dalam melakukan kejahatan begal, upaya pre-emtif yang 
dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan terkait bahaya kejahatan ke sekolah-
sekolah. 
b. Edukasi dan sosialisasi dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat) 
berkaitan dengan kejahatan begal agar masyarakat berhati-hati, serta untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan daerahnya. 
c. Menggandeng media massa untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat 
untuk selalu waspada dengan kejahatan begal dan segala bentuk kejahatan yang terjadi. 
2.Upaya Preventif 
 Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan 
tindak lanjut dari upaya pre-emtif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah untuk 
menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan.41 Dalam upaya preventif mencegah 
terjadinya kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. 
Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam menanggulangi kejahatan begal 
adalah sebagai berikut: 
a. Polri maupun gabungan dengan TNI dan Pemerintah Daerah bersama-sama di tengah-
tengah masyarakat dalam menghadapi situasi kamtibmas yang ada di Jawa Timur. 
b. Operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor (sweeping) untuk mencegah dan 
menertibkan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan untuk mengamankan kendaraan 
bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai hasil 
curian. 
 
39 Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan 
Narkoba Polres Metro Bekasi), Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6, Nomor 3, Desember 2010, Hlm. 435. 
40 M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 112-114. 
41 Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hlm. 170. 
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c. Membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi tindak kejahatan begal dan 
premanisme (Satgas Begal dan Premanisme). Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri, 
dalam mengatasi kejahatan begal dan premanisme yang marak terjadi selama darurat 
bencana nasional (covid-19) membentuk satuan tugas khusus begal dan premanisme. 
Satgas begal dan premanisme tersebar di masing-masing Kepolisian Daerah yang 
langsung dipimpin oleh Ditreskrimum.42 
d. Mengerahkan Unit Kring Serse untuk mendata kelompok kejahatan dan pemantauan di 
tempat rawan kriminalitas yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi petugas 
reserse di lapangan agar dapat bertugas sesuai dengan peranannya dan mampu 
melaksanakan kegiatan reserse yakni menindak dan merespon tindakan kriminalitas di 
wilayah hukum Polda Jatim. 
e. Memberikan penerangan dan memasang closed circuit television (CCTV) yang 
memadai di setiap jalan, terutama jalan yang sepi. Selain dapat memantau kejahatan 
yang terjadi, hal tersebut juga memudahkan Polisi dalam mengungkap pelaku kejahatan 
begal. 
f. Pendekatan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat, agar apa yang disosialisasikan 
dapat dijalankan oleh masyarakat. 
g. Di tengah pandemi covid-19 banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi karena telah 
mengalami PHK, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Oleh sebab itu, 
pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial harus merata. 
 Selain upaya-upaya tersebut di atas, Polda Jatim juga melakukan pencegahan kejahatan 
begal dengan menerapkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam 
Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Polmas diterapkan agar 
masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Adapun model Polmas yang diterapkan 
oleh Polda Jatim dalam mencegah kejahatan begal: 
a. Model A (Pasal 10) 
Model A berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern. Dalam model A 
yang digunakan adalah sistem keamanan lingkungan berupa ronda kampung dan ronda di 
kawasan pemukiman.  
b. Model B (Pasal 11) 
 
42 CNN Indonesia, Polisi Bentuk Satgas Begal dan Premanisme saat Wabah Corona, dalam https://www. 
cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2021. 
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Polmas model B berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat. Polmas 
model B yang digunakan adalah memberikan pelayanan reaksi cepat (quick response), 
sehingga masyarakat yang mengalami kejahatan khususnya begal dapat melaporkan secara 
cepat ke pihak yang berwajib. Membuat Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK). 
Melakukan pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Memberikan bimbingan, penyuluhan 
dan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Melaksanakan patroli yang 
tergabung dengan tim yang berkoordinasi dengan setiap Polsek setempat, patroli terutama 
dilakukan di tempat-tempat sepi yang rawan dengan begal.  
Upaya Represif 
Upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan 
kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku kejahatan begal atau warga masyarakat yang 
melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan 
kejahatan lagi dan juga diberikan sanksi yang berat supaya pelaku kajahatan begal jera dan 
enggan untuk melakukan perbuatannya lagi.43 
Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam menanggulang kejahatan 
begal adalah sebagai berikut: 
a. Menangkap pelaku dan melakukan penindakan yang tegas terukur sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. 
b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku. 
c. Memberantas penadah dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
d. Mengembangkan penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku begal motor untuk 
mencari informasi yang berguna untuk menemukan anggota dari sindikat yang tertangkap. 
e. Tindak tegas pelaku yang meresahkan masyarakat dan melawan petugas dengan tembak di 
tempat sesuai dengan SOP. 
Beritasatu.com -Tersangka begal sadis berinisial S (45) tewas ditembak petugas karena 
mencoba melawan ketika ditangkap. S merupakan DPO Polda Jawa Timur yang sudah lama 
dicari. S yang sudah dikepung oleh petugas Jatanras Polda Jatim bersama Tim Resmob 
Suropati Polres Pasuruan Kota di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan 
masih sempat melawan dan memberondongkan senjata api hingga melukai tiga anggota. 
Dalam pengepungan itu terjadi baku tembak yang mengakibatkan tiga anggota Polri 
 
43 Fathul Muhammad, Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata 
Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar, 2015, Hlm. 67. 
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 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait 
Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian 
Daerah Jawa Timur) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit 
Ditreskrimum Polda Jatim bahwa modus operandi pelaku kejahatan begal yang terjadi di 
wilayah hukum Polda Jatim sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan sasaran yang 
dituju. Modus operandi yang sering digunakan pelaku untuk melakukan pembegalan 
yaitu dengan cara membawa senjata api maupun senjata tajam bahkan bahan peledak 
untuk mengancam korban jika melakukan perlawanan, dilakukan secara berkelompok 
dengan terencana secara baik dan tersusun secara sistematis dan dilakukan dengan cara 
pelaku membuntuti korban pada jam rawan atau malam hari dengan mengincar daerah 
sepi di Surabaya.  
2. Hasil wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum Polda 
Jatim, kejahatan begal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga remaja. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum 
Polda Jatim antara lain: Faktor Ekonomi, sejak terjadinya pandemi covid-19 berdampak 
pada ekonomi masyarakat, karena banyak masyarakat yang mengalami PHK, sehingga 
mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Faktor Pendidikan, dalam konsep 
kriminologi diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan insane criminal. Tingkat 
pendidikan pelaku begal rata-rata hanya SD dan SMP, dengan pendidikan yang sangat 
minim membuat pola pikir mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial. Faktor 
Lingkungan, baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, 
baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Faktor Minuman Keras 
dan Narkoba, bahwa pelaku melakukan pembegalan untuk memenuhi kebutuhan barang 
haramnya dan Faktor Tempat Kejadian Perkara, yang menentukan pelaku dimana dalam 
melakukan aksinya. 
 
44 Gardi Gazarin, Sempat Lukai Tiga Anggota, Begal Sadis di Jatim Tewas Ditembak, dalam https://www. 
beritasatu.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2021. 
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3. Hasil wawancara dengan Briptu Noval Andar Prasetya, S.H., Banit Ditreskrimum Polda 
Jatim, bahwa upaya penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum Polda Jatim 
dilakukan melalui Upaya Pre-Emtif dengan melakukan penyuluhan terkait bahaya 
kejahatan ke sekolah agar remaja tidak melakukan kejahatan begal, edukasi dan 
sosialisasi dari fungsi Bimas serta menggandeng media massa untuk menyampaikan 
himbauan kepada masyarakat. Upaya Preventif berupa: Polri, TNI dan Pemerintah 
Daerah bersinergi, operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor (sweeping), 
membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi tindak kejahatan begal dan 
premanisme, mengerahkan Unit Kring Serse, memberikan penerangan dan memasang 
CCTV yang memadai di setiap jalan, pendekatan kepada tokoh-tokoh agama dan 
masyarakat, pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial harus merata dan 
penerapan Polmas berupa ronda kampung dan ronda di kawasan pemukiman dan 
memberikan pelayanan reaksi cepat (quick response), membuat Balai Layanan 
Kamtibmas Keliling, melakukan pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas), 
memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada 
masyarakat serta patroli. Upaya Represif berupa menangkap pelaku dan melakukan 
penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pembinaan secara langsung 
saat penyidikan secara personal terhadap pelaku, memberantas penadah dan diproses, 
mengembangkan penyidikan untuk mencari informasi terkait anggota sindikat begal yang 
tertangkap, serta tindak tegas pelaku yang meresahkan masyarakat dan melawan petugas 
dengan tembak di tempat sesuai dengan SOP. 
 
SARAN 
Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Salah satu faktor terjadinya kejahatan begal adalah faktor ekonomi karena banyak 
masyarakat di masa pandemi covid-19 terkena PHK sehingga menambah angka 
pengangguran. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah untuk menyediakan lapangan 
pekerjaan. Selain itu bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu ditingkatkan, 
sehingga bantuan tersebut merata didapatkan oleh masyarakat. 
2. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian diharapkan untuk konsisten dalam 
menerapkan hukum yang ada terhadap pelaku kejahatan begal. Sehingga penegakan 
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hukum tidak dianggap remeh oleh masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku 
kejahatan begal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. 
3. Selain melakukan penegakan hukum, Kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks 
pencegahan dan pemberantasan harus meningkatkan program-program dalam 
menanggulangi kejahatan begal di masyarakat. 
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